KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 4/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/1/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan
yang baik di lingkungan Komisi Pemillhan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibangun prosedur
dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai
dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU
Provinsi wajib bertindak berdasarkan standar
operasional prosedur dan subtansi profesi administrasi
Pemilu dan Pemilihan;

c. bahwa. ..
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bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur Perjalanan Dinas Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1911);

4. Peraturan . . .
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 678);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
175/HK.03.1-Kpt/05/KPU /X /2017 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten /Kota;

Q Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/PK.01-BA/Prov/XII/2019

Menetapkan

tanggal 18 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

KESATU . ..
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KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan
perjalanan dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

epala) Bagian Hukum, Teknis dan THOMAS DOHU
Pactisipasi Masyarakat




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMIIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4/HK.031.Kpt/53/Prov/1/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 01
PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2020
KUPANG




KO MIS),

NOMOR SOP ;{01

TANGGAL PENGGESAHAN :|8 JANUARI 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM DISAHKAN OLEH ;[ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

THOMAS DOHU

NAMA SOP :| PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINSI|
NUSA TENGGARA TIMUR

1 |Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Pendidikan Minimal D-11l Akuntansi

2 |Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
danTanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4400);

3 |Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4 |Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahanlembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

6 |P M i K gan Republik Ir ia Nomor 113/PMK.05/2012
t«mchmlamnDimsDalmnNmﬂbangmbatNogam Pegawai Negeri,
danPegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
678);

L] M i K gan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012
hmameCarlPunbtylmddalemh Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1181);

7 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengtn Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 g Perubahan Perat Komisi
Pemiiihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat JenderalKomisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota

8 |Peraturan Menteri Pendayag Aparatur Negaradan Ref i Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012Tonhng PedomanPenysusunnan
Standar Operasional Prosedure Administrasi Pemerintah.

Laptop, Printer, Scanner, Brankas, Lemari Arsip, Mesin hitung uang dan
1 |Standar Operasional Prosedur N Dinas ATK.

Daftar Isian Pchkumn Anggnm (DIPA)
Petunjuk Operasional

Standar Blayn Muuhn

SPM/SP2D

Bukti-Bukti Transaksi

BKU dan Buku Bantu lainnya

Apabila Standar Opemiw'ﬁosodurﬂdak dilaksanakan, mah‘ berpengaruh
terhadap kinerja organisasi

DAL N S




Pelaksana Mutu Baku
:::a Pejabat
Kegiatan Kepala |y aa o | Kepsia | oogiy |Penendets Pelaksana Keterangan
Sub Umum, Sub nganan Staf Bendahara "
Pengguna Pembuat Perjalanan Kelengkapan Wakdu Output
Bagian Keuangan,| Bagian g Surat | Pelaksana | Pengeluaran ”
Pengusul Anggeran dan Keuangan Komitmen Perintah Dines
Logistik Membayar
M ikan TOR Perjal
Do (1) T(tujuh) hari
sebelum
1) Dilaksanakan oleh masing-
kegiatan bagi (vZ\ninp kabag dan Kasubag
:""""):'": Sekretariat KPU Provinsi NTT; (2
BA Rapat Pleno, Notulen  |terencana; (2) 20 mﬂﬂ. m!i“' Orang d‘""
Rapat Pleno, dan Dokumen | menit setelah | TOR diterima oleh Kuasa g Had Perjalanan Dlr;u;ﬁ
TOR/ Kerangka Acuan i Pengguna Anggaran Standard Biaya Penginapan di
Kegietan dhakia [ Repet Jakarta maksimal Rp.1.000,000;
Fonc berakhiy (4) Standard Biaya Penginapan d
bagi Perjalanan KabiKota wilayah NTT maksimal
Sinas, Rp. 600,000
Panggilan/Unda
Tidak ngan
WA rifikasi TOR Perjal
Dinas
Dokumen TOR/ Kerangka Kepala Baglan Keuangan Umum
' Acuan Kegiatan T Ment Disposiel dan Logistik
Ya
Mendisposisikan kepada
Kepala Baglan Bagian Umum,
Keuangan, dan Logistik ! Diie T°R" : I"""'“"’ 16 Menit Tindaklanjut Disposisi Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Si ba;:n Ke
ul n Keuangan
- Dohu‘::::ORIK«:mh e Tindaklanjut Disposisi chalaaoudl:nnUnm.Kam
Menyampaik kepad
Pejabat Pembuat Komitmen Catatan Disposisi bersama Tindakianjut Disposisi
untuk melakukan pencermatan - Dokumen Anggaran 16 Menit kepada PPK Kepala Sub Bagian Keuangan
terhadap kelersedian anggaran
Melakukan pencermatan
terhadap ketersediaan Catatan Disposisi bersama
anggaran sesuai Mata - Dokumen Anggaran 15 Menit Melaksanakan Tindaklanjut Pejabat Pembuat komitmen
Anggaran Kegiatan (MAK)
ikan kepada Kepala
Fub Sagita Kevmngm ettng __- Catatan Disposisi bersama | 45y | Melaksanakan Tindaklanjut |  Pejabat Pembuat komitmen




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Pejabat
No. Kegilatan Kepala Bagian Penandata Keterang
- sub [,K9352 | Gmum, | sup | PeiEBRt | ncanan Bendanara | Pei2ksana S -
Pengguna Pembuat F gkap Wakiu Output
Bagian S Keuangan,| Bagian <omi Surat Pengeluaran 0
Pengusul gge dan Keuangan Perintah
Logistik Membayar
8 Menyampaikan dokumen diberi
kepada Staf untuk menyiapk Staf yang telah tugas
3 e Dokumen TOR yang telah di 15 Menit xan Ti j yiaph R v
perjalanan dinas. ¥ perjatanan dinas
8 | Membuat Daftar Nominatif dan
menyampaikan kepada Pejabat Staf yang telah diberitugas
Parnbasl Kixdtian ' D‘*“'“"l' '°'“."', Dafter 15 Menit Daftar Nominatif menyiapkan administrasi
perjalanan dinas
Tidak
10 | Meneliti kembali kelengkapan
dokumen dan ketersediaan
andoarn oook dangen MWK DD TS0 e e 15 Menit Melaksanakan TUPOKSI Pejabat Pembuat komitmen
yang dimaksud
11 | Menerbitkan Surat Perintah e
Pembayaran Dokumen SPP/TOR dan Surat Permintaan Pembayaran .
Daftar Nominatif 15 Menit (sPP) Pejabat Pembuat komitmen
12 |Meneliti kembali dokumen atau Tidak
administrasi pendukung serta |
ketersediaan angaran pada " Dokumen SPP/TOR dan
Kartu Pengawasan Anggaran Daftar Nominatif 15 Menit Melaksanakan TUPOKSI PPSPM
Ya
13 |Menandatangani Surat Perintah|
b d * DOKUMEN SPM 10 Menit Strat Perintsh Mimbeyat PPSPM
(SPM)
14 | Mengajukan SPM ke KPPN
untuk diterbitkan SP2D Petugas SPM pada KPPN menelitij
dokumen yang diajukan, apabila
ada kekeliruaan dikembalikan
DOKUMEN SPM 1(satu) hari SP2D untuk diperbaiki, Apabila sudah
sesuai, maka KPPN menyetujul
dan menerbitkan Surat Perintah
Pembayaran Dana (SP2D)
15 | Membuat cek dan gajuk
kepada KPA untuk
ditandatangani guna pencairan CHEK 10 Menit Kas Bendahara Bendahara
uang sesuai kebutuhan
16 Mencatat penerimaan,
menylapkan kuitansi, dan
melakukan pembayaran biaya SPT, SPD, Kwitansi Panjar
5 Perhitunganya Perjalanan | 1(satu) hari kel dews Dotaintn Bendahara
perjalanan dinas kepada nan Dinas
Tiket PP Fetom
Pelaksana Perjalanan Dinas Dinas 80 %, Ti
17 |Melaksanakan perjalanen dinas
Sesual jadwal | Laporan Perjalanan Dinas dan
SPT, SPD dan Tiket Perjalanan Dokumentas! kegiatan Pelaksana




Pelaksana Mutu Baku
Kepala ;::"3 Kepala Penandata
jan
e e sib | K022 | o | sup [ PPt | oanan | star | Bendahara [Pei2ksane . Keterangan
Bagian Pengguna Bagian Pembuat Suat | Peiaisana| Pengeiuaran | P2 g Wakiu Output
Pengusul | A"99213 [ 4an™" | euangan | KO™E™eR | perintan Dines
Logistik Membayar
18 Melakukan
pertanggungjeweban terfiadep (1) Surat Tugas, (2) SPD yang Laporan Pm““.n oi?un Salam
perj s yeng sl |bervienang ditempat tujuan (3) 2 vy, | cangiap teatsh
chakattsn Tiket, Boarding Pass, Airport |  1(salu) hari | Laporan Pertanggungiawaban | *® s“;:g"“ K""“"“:"R ik
Tax dan Bukti Pembay telah kegi Perjal Dinas " B4
% diserahkan ke Subbagian
Vamseparies Lalw; ¢1) Pulas Program dan Data untuk
Pupisioms: € Lapamn. kebutuhan E-Monev
Perjadin; (6) Dokumentasi
18 | Membuat perhitungan kembali
biaya perjalanan dinas setelah (1) Surat Tugas, (2) SPD yang
memverifikasi kelengkapan - ditandatangani pejabat
administrasi |berwenang diternpat tujuan (3) 1(satu) hari
pertanggungjawaban yang Tiket, Boarding Pass, Airport tat Kuitansi Rincian
i ikan oleh Pelak Tax dan Bukfi Pembayaran di ikan Pertanggungajawaban Biaya Bendahara
Perjalanan Dinas Transportasi Lain; (4) Bukti LP' J Perjalanan Dinas
Penginapan; (5) Laporan
Perjadin; (6) Dokumentasi, 7
Daftar Pengetuaran Riil,
20 | Menyampaikan kepada KPA
dan PPK semua administrasi - (1) Surat Tugas, (2) SPD yang
perjalanan dinas guna :lhmhhnuui pejabat
disahkan secara definitif g ditempat tujuan (3) [ oy
Tiket, Boarding Pass, Airport telat Dokumen Laporan
Tax dan Bukii Pembayaran dissampeikan i Biaya Bendahara
Transportasi Lain; (4) Bukti LPJ Perjalanan Dinas
Penginapan; (5) Laporan
Perjadin; (6) Dokumentasi, 7
Daftar Pengeluaeran Riil,
21 | Mengesahkan Sﬁﬂnmwm
(1) Surat Tugas, (2) SPD yang
- - ditandatangani pejabat
berwenang ditempat tujuan (3)
Tiket, Boarding Pass, Airport Dokumen Laporan
Tax dan Bukti Pembayaran 3 (tiga) Hari Biaya KPA, PPK dan Bendahara
Transportasi Lain; (4) Buldi Perjalanan Dinas
Penginapan; (5) Laporan
Perjadin; (6) Dokumentasi, 7
Daftar Pengeluaran Riil,
22| Mencatat dalam BKU atas
biaya perjalanan dinas (1) Surat Tugas, (2) SPD yang
berdasarkan Nilai Rill _- ditandatangani pejabat
Perhitungan SPD Rampung | berwsenang ditempat tujuan (3)
sesuai administrasi Tiket, Boarding Pass, Airport Dokumen Laporan
pertanggungjawanban Tax dan Bukti Pembayaran Setiap hari kerja Biaya Bendahara
Perjalanan dinas Transportasi Lain; (4) Buldi Perjalanan Dinas
Penginapan; (5) Laporan

Perjadin; (6) Dokumentasi, 7
Daftar Pengeluaran Riil,




PENGESAHAN

Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar
Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Perjalanan Dinas, maka Standar Operasional
Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

THOMAS DOHU




